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Abstrak 
 

  

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk 

platform media sosial, big data, dan kecerdasan buatan (AI), telah 

mengubah lanskap demokrasi di seluruh dunia. Teknologi menawarkan 

peluang untuk memperluas partisipasi politik, meningkatkan transparansi 

pemerintah, dan memperkuat akuntabilitas publik. Namun demikian, 

teknologi juga menimbulkan tantangan serius seperti disinformasi, 

manipulasi opini publik, pelanggaran privasi, ketidaksetaraan akses 

digital, dan penggunaan teknologi oleh aktor otoriter untuk meredam 

kebebasan sipil. Artikel ini menganalisis peran teknologi dalam 

memperkuat demokrasi dengan pendekatan kajian literatur dan studi 

kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa potensi positif teknologi dapat 

diwujudkan jika diiringi kebijakan publik yang kuat, literasi digital, dan 

mekanisme pengawasan yang efektif. Studi ini merekomendasikan rangka 

kebijakan terintegrasi yang menggabungkan regulasi, pendidikan digital, 

dan kolaborasi multi-aktor untuk menjawab tantangan era digital. 
 

Keyword : Demokrasi Digital, Teknologi Informasi Dan Komunikasi,  

Disinformasi, Literasi Digital, Kebijakan publik.
 
 
Pendahuluan 

Dalam dua dekade terakhir, 

kemajuan dalam teknologi informasi dan 

komunikasi telah memengaruhi cara warga 

berinteraksi dengan negara, partai politik, 

dan proses publik. Platform daring 

memfasilitasi arus informasi yang cepat, 

mengurangi biaya partisipasi politik, dan 

membuka ruang baru bagi mobilisasi sipil.  

 

 

Di sisi lain, teknologi juga memungkinkan 

penyebaran disinformasi skala besar, 

manipulasi opini publik melalui taktik 

computational propaganda, serta praktik 

pengawasan massal yang mengancam 

kebebasan sipil. Kondisi tersebut menuntut 

kajian yang seimbang tentang bagaimana 

teknologi dapat dimanfaatkan untuk 

memperkuat bukan merusak demokrasi. 
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Katili, A. Y., Katili, A. A. Z., & Pariono, 

A. (2025). 

Laporan internasional 

menunjukkan tren menurun dalam 

kebebasan online dan munculnya risiko 

baru yang ditimbulkan oleh AI dan alat 

digital lainnya. Misalnya, laporan tahunan 

tentang kebebasan internet mencatat 

adanya penurunan kondisi kebebasan 

daring secara global selama beberapa 

tahun terakhir, dan menyoroti penggunaan 

teknologi pengenalan wajah serta sistem 

pengawasan untuk memantau penentang 

rezim. Freedom House memberikan bukti 

empiris terkait tren tersebut. Sudibyo, A. 

(2019) 

Secara bersamaan, organisasi 

internasional lain menyoroti bagaimana AI 

dapat memengaruhi proses demokratik  

baik sebagai peluang inovatif untuk 

partisipasi publik, maupun ancaman 

melalui manipulasi dan bias algoritmik. 

UNESCO telah menyusun kajian dan 

rekomendasi terkait hubungan AI dan 

demokrasi. Rojabi, M. A. (2026) 

Di tingkat akademik, inisiatif 

penelitian seperti Program on Democracy 

and Technology yang berada di Oxford 

Internet Institute memetakan bagaimana 

alat digital dan operasi informasi 

digunakan baik untuk memperkuat 

partisipasi maupun untuk melancarkan 

operasi disinformasi. Temuan mereka 

relevan untuk memahami ancaman dan 

respons kebijakan.  

Artikel ini bertujuan (1) 

menjelaskan peluang yang diberikan 

teknologi bagi demokrasi; (2) 

mengidentifikasi tantangan utama dan 

mekanisme penyebabnya; dan (3) 

merumuskan rekomendasi kebijakan 

praktis yang dapat diterapkan pada 

konteks Indonesia dan negara-negara 

demokrasi sejenis. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif berbasis kajian literatur 

sistematis (systematic literature review) 

dan analisis kebijakan. Langkah-langkah 

metodologis meliputi: 

1. Pencarian dan seleksi literatur: Sumber 

primer meliputi laporan organisasi 

internasional (mis. Freedom House, 

UNESCO), makalah akademik dari 

jurnal dan repository (ResearchGate, 

jurnal terakreditasi), artikel berita 

bereputasi, dan laporan lembaga riset 

seperti Oxford Internet Institute. Fokus 

pada literatur 2019–2025 agar relevan 

dengan perkembangan terkini. 

Sumber-sumber dipilih berdasarkan 

relevansi topik, kredibilitas penerbit, 

dan aksesibilitas publik. 

2. Analisis tematik: Setelah koleksi 

literatur, dilakukan pengkodean isi 

untuk mengidentifikasi tema-tema 

utama: (a) peluang partisipasi dan 

inklusi; (b) transparansi dan 

akuntabilitas; (c) disinformasi dan 

manipulasi; (d) privasi dan 

pengawasan; (e) ketidaksetaraan akses 

dan literasi digital; (f) solusi kebijakan. 

3. Triangulasi sumber: Temuan dari 

literatur akademik dikaitkan dengan 

laporan kebijakan dan contoh kasus 

(mis. inisiatif pemerintah/negara yang 

menunjukkan upaya digital-

demokrasi), serta berita internasional 

yang menyorot isu terbaru. 

Ningarumsari, R. J., Ailya, A., 

Wasliman, E. D., & Wasliman, I. 

(2026). 

4. Batasan penelitian: Karena sifat kajian 

literatur, penelitian ini tidak 

melakukan pengumpulan data primer 

lapangan (mis. survei atau 

wawancara). Oleh karena itu, 

rekomendasi yang dihasilkan perlu 
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diuji lebih lanjut melalui studi empiris 

kontekstual. 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan 
 

1. Peluang teknologi untuk memperkuat 

demokrasi 

a. Memperluas Partisipasi Politik: 

Platform daring menurunkan 

hambatan biaya partisipasi politik 

kampanye, diskusi publik, dan 

konsultasi kebijakan dapat diakses 

lebih luas. Contoh prakarsa 

partisipatif inovatif (mis. platform 

e-deliberation) menunjukkan 

bahwa warga yang sebelumnya 

terpinggirkan dapat lebih mudah 

memberikan masukan publik. Studi 

dan tinjauan konsep “digital 

democracy” menekankan bahwa 

teknologi dapat mengintermediasi 

hubungan antara warga dan 

pemerintah sehingga mendorong 

partisipasi yang lebih terstruktur.  

b. Meningkatkan Transparansi dan 

Akuntabilitas: Teknologi open data 

dan portal pengadaan publik 

memungkinkan pemantauan 
belanja negara oleh masyarakat 

sipil. Keterbukaan data 

memudahkan jurnalisme 

investigatif serta mekanisme audit 

publik yang lebih efektif. Ketika 

infrastruktur data dan kebijakan 

akses informasi berjalan baik, 

korupsi dan inefisiensi cenderung 

lebih mudah dideteksi. 

c. Efisiensi Administrasi Publik: 

Adopsi e-government, layanan 

publik digital, dan penggunaan data 

analitik meningkatkan efisiensi 

layanan dan mendekatkan layanan 

kepada warga. AI dapat membantu 

proses pengolahan data besar untuk 

pengambilan keputusan kebijakan 

yang berbasis bukti, asalkan 

transparansi algoritmik dijaga. 

d. Inovasi dalam Advokasi dan 

Mobilisasi Sipil: Media sosial 

memungkinkan mobilisasi cepat 

untuk isu-isu hak asasi, 

lingkungan, dan tata kelola. 

Gerakan sosial digital dapat 

menjadi katalis bagi perubahan 

kebijakan apabila diikuti strategi 

offline yang solid. 

2. Tantangan utama yang mengancam 

demokrasi 

a. Disinformasi dan Propaganda 

Terotomatisasi: Salah satu 

ancaman terbesar adalah 

penyebaran disinformasi skala 

besar yang didukung teknik 

automasi (bot), jaringan troll, dan 

kampanye informasi terkoordinasi. 

Laporan DemTech dari Oxford 

Internet Institute menyatakan 

bahwa cyber troop activity dan 

operasi propaganda makin meluas 

di banyak negara, mengganggu 

proses informasi publik yang sehat. 

Hal ini dapat mengikis 

kepercayaan publik dan 

menimbulkan polarisasi.  

b. Penggunaan AI untuk Repression 

dan Manipulasi: AI—misalnya 

deepfake, algoritma rekomendasi 

yang menimbulkan filter bubble, 

dan teknik microtargeting—dapat 

dimanfaatkan untuk memanipulasi 

opini publik dan menekan lawan 

politik. Pertemuan internasional 

seperti Summit for Democracy 

telah menyoroti bagaimana AI-

borne disinformation menjadi 

ancaman signifikan terhadap 

proses demokrasi.  

c. Pengawasan Massal dan 

Pelanggaran Privasi: Teknologi 
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pengenalan wajah, pengumpulan 

metadata massal, serta platform 

analitik dapat digunakan untuk 

memantau aktivis dan menekan 

kebebasan berpendapat di ruang 

publik. Laporan Freedom House 

mencatat peningkatan langkah-

langkah pengawasan digital di 

sejumlah negara, yang berdampak 

pada kebebasan sipil.  

d. Kesenjangan Akses dan Literasi 

Digital: Peran teknologi dalam 

demokrasi tak akan optimal bila 

akses digital tidak merata. 

Kesenjangan infrastruktur 

(konektivitas), biaya akses, dan 

rendahnya literasi digital 

memperdalam ketidaksetaraan 

partisipasi. Di Indonesia, penetrasi 

internet meningkat pesat, tetapi 

disparitas kualitas koneksi dan 

keterampilan digital tetap menjadi 

hambatan.  

e. Keterbatasan Regulasi dan 

Kepatuhan Platform: Perusahaan 

teknologi global seringkali 

beroperasi melampaui yurisdiksi 

hukum nasional, sehingga regulasi 

menjadi tertinggal. Kebijakan yang 

terlambat atau tidak koheren 

membuat langkah pengawasan dan 

mitigasi efek negatif sulit 

dilaksanakan. 

3. Studi kasus dan contoh kebijakan yang 

relevan 

a. Inisiatif partisipatif (contoh: 

Taiwan & Audrey Tang): 

Pengalaman Taiwan dalam 

mengintegrasikan platform digital 

partisipatif (mis. vTaiwan) 

menunjukkan bagaimana teknologi 

dapat dirancang untuk memperkuat 

deliberasi publik, bukan sekadar 

sebagai kanal unilateral. Figur 

seperti Audrey Tang (digital 

minister Taiwan) menjadi contoh 

praktik kolaborasi pemerintah-

masyarakat yang memanfaatkan 

teknologi untuk menangani 

masalah kebijakan secara 

partisipatif. Pengalaman tersebut 

sering dikutip sebagai model 

inovatif bagi demokrasi digital.  

b. Respon multi-aktor terhadap 

disinformasi: Upaya kolaboratif 

antara platform teknologi, 

pemerintah, dan organisasi sipil 

(mis. fact-checking networks) telah 

memperlihatkan hasil dalam 

menurunkan laju penyebaran 

hoaks. Namun, efektivitasnya 

bergantung pada kecepatan deteksi, 

transparansi metode, dan ketaatan 

platform terhadap kebijakan. 

c. Rekomendasi lembaga 

internasional: Organisasi 

internasional seperti telah 

mengeluarkan pedoman terkait 

etika AI dan perlindungan 

kebebasan berekspresi dalam 

konteks teknologi baru—

rekomendasi ini penting sebagai 

acuan kebijakan nasional. 

4. Strategi mitigasi: kebijakan dan 

praktik terbaik 

Berdasarkan tinjauan literatur, ada 

beberapa strategi utama yang 

dapat mengurangi dampak negatif 

teknologi terhadap demokrasi dan 

sekaligus memperkuat manfaatnya: 

1. Regulasi berbasis hak asasi: Membuat 

kerangka regulasi yang melindungi hak 

dasar (kebebasan berekspresi, privasi, 

akses informasi) tanpa mengekang 

kebebasan sipil. Regulasi harus 

menargetkan praktik-praktik berbahaya 

(mis. mis/disinformation industrial-

scale, penyalahgunaan data pribadi) 

dengan definisi jelas dan mekanisme 

penegakan. 
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2. Transparansi algoritmik dan 

akuntabilitas platform: Perusahaan 

teknologi harus diwajibkan melaporkan 

mekanisme moderasi, kebijakan 

rekomendasi, dan praktik pengiklanan 

politik. Audit independen terhadap 

algoritma yang berdampak pada 

diskursus publik perlu 

diimplementasikan. 

3. Peningkatan literasi digital: Program 

pendidikan literasi digital berbasis 

masyarakat dan sekolah sangat penting 

untuk mengajari warga cara mengenali 

hoaks, memahami privasi data, dan 

berpartisipasi secara konstruktif dalam 

ruang digital. 

4. Infrastruktur akses yang inklusif: 

Investasi publik untuk memperluas 

akses broadband yang terjangkau serta 

dukungan bagi kelompok rentan agar 

tidak tertinggal dalam partisipasi politik 

digital. 

5. Kolaborasi multi-aktor: Pemerintah, 

platform teknologi, akademia, jurnalis, 

dan LSM harus bekerja sama dalam 

deteksi dan respons terhadap serangan 

informasi serta pengembangan solusi 

teknologi yang memprioritaskan 

kepentingan publik. 

6. Penggunaan teknologi sebagai alat 

pemberdayaan publik: Desain platform 

partisipatif yang memfasilitasi 

deliberasi (bukan sekadar polling 

cepat), dan implementasi e-government 

yang ramah-pengguna dapat 

memperkuat legitimasi institusi 

demokrasi. 

 

Kesimpulan 

Teknologi membawa peluang besar 

untuk memperkuat proses demokrasi: 

memperluas partisipasi, meningkatkan 

transparansi, dan memperbaiki layanan 

publik. Namun, tanpa kebijakan yang 

tepat, literasi digital yang memadai, dan 

mekanisme pengawasan yang efektif, 

teknologi juga dapat memperparah 

disinformasi, polarisasi, dan pelanggaran 

privasi. Laporan-laporan global dan studi 

akademik menunjukkan bahwa tren 

penurunan kebebasan daring dan 

peningkatan praktik manipulatif adalah 

nyata, sehingga respons kebijakan yang 

cepat dan terkoordinasi diperlukan. 
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